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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum 
Tahun 2020 - 2024 dapat diselesaikan dengan baik. 

Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen 
kelembagaan yang menjelaskan tentang rencana pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran Biro Umum selama lima tahun kedepan. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini 
memuat tentang Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Kesehatan yang 
dilaksanakan oleh Biro Umum dan merupakan bagian dari Rencana Aksi Program 
(RAP) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal 
serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 

Dokumen Rencana Aksi ini juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024, Rencana Strategis 
(Renstra) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 - 2024 dan dokumen Rencana Aksi 
Program (RAP) Sekretariat Jenderal, dengan demikian diharapkan Rencana Aksi ini 
dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Biro Umum 
selama lima tahun kedepan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama 
dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen RAK ini. Semoga RAK ini 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta,  27 Oktober 2020,  

Plt.  Kepala Biro Umum, 

 

 

 

Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, C. F. A 
NIP 197503241997031003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa untuk menjamin 
agar kegiatan Pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka 
diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan 
nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh 
Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional 
sebagaimana dimaksud menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana 
Pembangunan Tahunan.  

 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, 
Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 
Kesehatan Tahun 2020-2024 berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 

 

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang 
bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan 
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan 
Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah yang 
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu 
Rencana Aksi Program (RAP) pada Unit Organisasi setingkat Eselon I dan Rencana 
Aksi Kegiatan (RAK) pada Unit Organisasi setingkat Eselon II. 

 
Satker Biro Umum di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal yang 

menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya merupakan Unit Organisasi setingkat Eselon II yang mempunyai tugas dan 
fungsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yaitu 
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2020-2024 merupakan Grand 
Design yang berisi upaya-upaya pelaksanaan pencapaian target sesuai dengan 
tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, indikator dan output 
sampai dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaanya yang diharapkan 
akan lebih fokus dan terarah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
nasional dalam bidang Kesehatan.  
 

B. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan 
 

Secara umum, penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2020-
2024 bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 
Kesehatan dan Rencana Aksi Program (RAP) Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di kegiatan pengelolaan Ketatausahaan 
Kementerian. 
 

Secara khusus, Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2020-2024 sebagai 
pedoman bagi masing-masing penanggung jawab kegiatan di lingkungan Biro Umum 
dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru  
pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang 
disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan indikator kinerja dalam kurun 
waktu lima tahun sehingga target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai.  

 

C. Potensi dan Permasalahan  
 

Gambaran tentang potensi dan permasalahan program dan kegiatan pengelolaan 
ketatausahaan Kementerian, diuraikan berdasarkan dari hasil pencapaian kinerja 
yang diselenggarakan Biro Umum pada tahun-tahun sebelumnya. Potensi dan 
permasalahan program dan kegiatan ini akan menjadi input dalam menentukan arah 
dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada waktu kedepan. 

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari 
permasalahan dan potensi masalah yang akan terjadi selama kurun waktu lima tahun 
ke depan dalam mencapai target sasaran indikator kinerja.  

 
Potensi permasalahan serta solusi dan strategi pelaksanaan kegiatan secara rinci 

per bagian sebagaimana matrik terlampir. 
 

D. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
3. Undang-Undang    Nomor    39    Tahun    2008    tentang Kementerian Negara; 



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan; 
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana   Pembangunan   

Jangka   Menengah   Nasional Tahun 2020-2024; 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. 
 

 

  



BAB II PELAKSANAAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 
KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

 

Dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2020 – 2024 tidak ada visi dan 
misi, namun Biro Umum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya selalu mengacu 
pada Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen 
Renstra Kemenkes berikut ini. 

Visi Kementerian Kesehatan yakni “Menciptakan Manusia Yang Sehat, Produktif, 
Mandiri, dan Berkeadilan” 

MISI 
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan  
menetapkan  misi sebagai berikut: 

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi; 
2. Menurunkan angka stunting pada balita; 
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan 
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat 

kesehatan dalam negeri. 
 

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 2020 - 2024, yaitu: 
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup 
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 
4. Peningkatan sumber daya kesehatan  
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif 

 

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, yaitu: 

1. Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang 
bermutu; 

2. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS kesehatan; 
3. Menurunnya kematian maternal dan neonatal; 
4. Meningkatnya status gizi balita; 
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor ; 
7. Meningkatnya   pencegahan   dan   pengendalian   penyakit   dengan   

mengutamakan pendekatan faktor risko; 
8. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat; 
9. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; 
10. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar; 
11. Meningkatnya pembiayaan kesehatan; 
12. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah; 



13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan  
kesehatan  dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan; 
dan 

14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

 

Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya kesehatan 

secara berhasil guna dan berdaya guna. Pelaksanaan upaya kesehatan, 

khususnya pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat 

akan memerlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan 

tenaga kesehatan dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata 

ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan 

masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas. 

 

Guna memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan, Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan melalui pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak tahun 1992. Selain tenaga kesehatan PTT, 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga memenuhi kebutuhan tenaga 

kesehatan di daerah melalui penugasan khusus tenaga kesehatan Diploma III dan 

Residen di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah 

Bermasalah Kesehatan (DBK). Akan tetapi sampai saat ini untuk daerah tertentu 

terutama di DTPK/DBK masih banyak yang belum terpenuhi tenaga 

kesehatannya serta capaian program pelayanan kesehatannya masih rendah. 

Untuk itu pemerintah membuat program baru yaitu melalui penugasan khusus 

tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individual dalam rangka 

mendukung program Nusantara Sehat.  

 

Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mewujudkan fokus 

kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

yang diutamakan oleh Pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang 

mandiri dan berkeadilan. Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda 

terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan 



pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif atau pencegahan penyakit 

secara luas termasuk melalui pendidikan kesehatan, konseling serta screening 

(penapisan). 

 

Program   Nusantara   Sehat  bertujuan   untuk  menguatkan   layanan   kesehatan   

primer melalui  peningkatan  jumlah,   sebaran,   komposisi  dan  mutu  tenaga  

kesehatan  dengan berbasis pada tim (team based) dan melibatkan dokter,  

perawat,  dan tenaga kesehatan lainnya.  Program ini merupakan program lintas 

Kemenkes yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan 

preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat  (public health)  dari daerah  

yang  paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita Presiden ke-3, 

“membangun dari pinggiran”. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan 

yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka 

gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas 

pelayanan primer. Penguatan yankes primer mencakup tiga hal : Fisik 

(pembenahan infrastruktur), Sarana (pembenahan fasilitas), dan Sumber Daya 

Manusia (penguatan tenaga kesehatan selain dokter). 

   

Sesuai tugas dan fungsinya, Biro Umum mendukung pembangunan kesehatan 

melalui peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer dari 

segi SDM Kesehatan (penguatan tenaga kesehatan selain dokter) dan menjadi 

salah satu unit organisasi Kemenkes dalam program Nusantara Sehat.  

Dalam mendukung pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan secara 

merata di seluruh Indonesia, Biro umum berperan dalam pengelolaan 

pembayaran gaji dan/ atau insentif  tenaga   kesehatan baik  PTT, penugasan   

khusus  tenaga   kesehatan  di  DTPK/DBK, penugasan khusus Residen Senior, 

dan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan 

individual dalam rangka mendukung program Nusantara Sehat.  

 

A. Tujuan 

Secara umum tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2020 

- 2024, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan 2) meningkatnya 

daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko 

sosial dan finansial di bidang kesehatan.   



 

Sedangkan secara khusus tujuan Biro Umum pada tahun 2020 - 2024, yaitu 

terselenggaranya pengelolaan urusan ketatausahaan dengan target capaian tiap 

tahun sebesar 100%. 

 

Target capaian tersebut memiliki definisi operasional penilaian yaitu : 

1. Capaian pada masing-masing sasaran indikator dihitung berdasarkan 

persentase dari target yang ditentukan dan apabila capaian melebihi target, 

maka capaian maksimal sebesar 100%; 

2. Hasil perhitungan persentase merupakan rata-rata dari seluruh sasaran 

indikator. 

 

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Sasaran hasil program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, adapun indikator 

tercapainya sasaran hasil adalah: 

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 78.06 poin; 

b. Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan 

sebanyak 2 dukungan; 

Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan 

adalah Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, 

Keuangan, dan Gaji yang diselenggarakan oleh Biro Umum.  

 

Sasaran dan indikator yang telah yang telah ditetapkan Biro Umum antara lain: 

Sasaran kegiatan : Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Ketatausahaan 

Kementerian dalam Mendukung Terciptanya  Good Governance 

  



Matrik rincian indikator kinerja Biro Umum tahun 2020 – 2024 secara rinci sebagai 

berikut: 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 

Kegiatan (Output)/Indikator 
Baseline 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian        

  Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan 

ketatausahaan Kementerian dalam 

mendukung terciptanya Good Governance 

       

  Persentase kepuasan pelanggan terhadap 

layanan TU pimpinan dan protokol 

N/A 80 83 85 87 90 

  Jumlah satker yang telah melaksanakan  self 

assessment gerakan kantor Berbudaya Hijau 

dan Sehat (BERHIAS) 

33 44 (k) 66 (k) 88 (k) 110 (k) 132 (k) 

  Jumlah satker yang melaksanakan Gerakan 

Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 

55 88 (k) 110 (k) 132 (k) 154 (k) 176 (k) 

  Jumlah satker yang menggunakan aplikasi E-

Monev Belanja Pegawai Kementerian 

Kesehatan  

13 45 (k) 90 (k) 135 (k) 180 (k) 220 (k) 

 

  



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM KEGIATAN, KERANGKA 
REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Kesehatan 
 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan  nasional 2020-2024  
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan 
(RPJPK) 2005-2025, yang  bertujuan  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  
kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui   terciptanya   masyarakat,   
bangsa   dan   negara   Indonesia   yang   ditandai   oleh penduduknya yang hidup 
dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk 
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta 
memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh  wilayah  Republik 
lndonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 
adalah meningkatnya derajat kesehatan   masyarakat   yang   ditunjukkan   oleh   
meningkatnya   Umur   Harapan   Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, 
menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi 
pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan 
kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan 
pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya 
manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional, sehingga arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan merujuk 
kepada kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan 
merupakan bagian pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama 
yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
yang  ditandai  dengan  meningkatnya  IPM  dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), 
yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya jati 
diri dan karakter bangsa. 

Di dalam RPJMN 2020-2024 arah kebijakan bidang kesehatan adalah 
meningkatkan pelayanan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan 
kesehatan dasar  (primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya 
promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.   Arah sasaran 
yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan   dan   status gizi   
masyarakat   melalui   upaya   kesehatan   dan   pemberdayaan masyarakat yang 
didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. 
Strategi pembangunan kesehatan 2020 – 2024 meliputi: 1. Peningkatan kesehatan 
ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. 
3. Peningkatan pengendalian penyakit.  4.  Pemberdayaan gerakan masyarakat hidup 
sehat (GERMAS). 5. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. 

Arah   kebijakan   Kementerian   Kesehatan   mengacu   pada   beberapa   hal   
yakni:   1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu, dengan sasaran 



strategis meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang 
bermutu dan meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS kesehatan. 2. Peningkatan 
status kesehatan masyarakat melalui siklus hidup, dengan sasaran strategis 
menurunnya kematian maternal dan neonatal kemudian meningkatnya status status 
gizi balita. 3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui 
pemberdayaan masyarakat pengarusutamaan kesehatan, dengan sasaran strategis 
meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta 
meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. 4. Peningkatan pencegahan 
dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, 
dengan sasaran strategis meningkatnya pencegasahan dan pengendalian penyakit 
dengan mengutamakan pendekatan faktor resiko serta meningkatnya pengelolaan 
kedaruratan kesehatan masyarakat. 5. Peningkatan sumber daya kesehatan, dengan 
sasaran strategis meningkatnya   akses, kemandirian   dan   mutu   kefarmasian   dan   
alat   kesehatan   dan meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesua standar serta 
meningkatnya pembiayaan kesehatan. 

 

B. Arah Program dan Sasaran Kegiatan Biro Umum 
 

Unit Organisasi Tingkat Eselon I untuk Satker Biro Umum adalah Sekretariat 
Jenderal yang mempunyai program yaitu Program Dukungan Manajemen yang 
mempunyai sasaran Program sebagai berikut : 

1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 
dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan; 

2. Meningkatnya transparansi dan akutanbilitas tata kelola pemerintahan serta 
tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan. 

Output yang diharapkan dalam sasaran program tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembinaan pelaksanaan dukungan manajemen pembangunan kesehatan di 
daerah; 

2. Tata Kelola pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan 
3. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup Kementerian 

Kesehatan. 

Dalam mencapai output program Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kementerian 
Kesehatan sehingga tercapainya sasaran program, salah satu kegiatan yang 
dilakukan adalah Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian yang dilaksanakan oleh 
Satker Biro Umum. Sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra 2020-2024, 
Biro Umum mempunyai sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya pelayanan dan 
pengelolaan ketatausahaan Kementerian dalam mendukung terciptanya Good 
Governance.           
  

  



Kegiatan-kegiatan pokok Biro Umum, sebagai berikut: 
1. Pelayanan administrasi pimpinan Kementerian; 
2. Pelayanan keprotokolan yang proporsional, profesional dan optimal; 
3. Pelayanan kegiatan/acara Menteri Kesehatan dan Pejabat Tinggi Madya yang 

tertib, aman dan lancar sesuai dengan rangkaian acara yang telah ditetapkan; 
4. Pembinaan kepada satuan kerja dalam melaksanakan penciptaan naskah 

dinas baik secara konvensional maupun elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

5. Penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk pengelolaan 
persuratan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

6. Pembinaan kepada satuan kerja dalam melaksanakan pemberkasan arsip 
aktif dilakukan pada center file. 

7. Pembinaan kepada satuan kerja dalam melaksanakan penyusutan arsip 
(pemindahan arsip dari unit arsip inaktif dan penyerahan arsip statis); 

8. Pembinaan arsiparis di lingkungan Kementerian Kesehatan; 
9. Pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan; 
10. Pelayanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat; 
11. Pembinaan kepada satuan kerja dalam pelaksanaan kantor Berbudaya Hijau 

dan Sehat (BERHIAS). 
12. Pelaksanaan pengamanan Pimpinan dan sarana prasarana di lingkungan 

kantor pusat. 
13. Pelayanan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS Sekretariat 

Jenderal dan CPNS Kementerian Kesehatan; 
14. Penguatan pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif/tunjangan tenaga 

kesehatan strategis untuk mendukung terselenggaranya program 
Pembangunan Kesehatan melalui tenaga kesehatan PTT, penugasan khusus 
seperti Nusantara Sehat, Program Kerja Dokter Spesialis (PGDS) dan 
Residen; 

15. Pelayanan ketatausahaan dan rumah tangga Biro. 
 

C. Kerangka Regulasi 
 

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta 
kewenangan dan penjabaran peran Biro Umum dalam mencapai sasaran strategis. 
Selain itu, regulasi juga dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi Biro Umum dalam perannya mengelola Ketatausahaan Kementerian. 

Regulasi yang terkait dengan Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan 
Kementerian diantaranya meliputi: 

1. Regulasi terkait pengelolaan pembayaran gaji PNS Sekretariat Jenderal, 
CPNS Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan strategis (tenaga 
kesehatan PTT, PGDS, penugasan khusus Nusantara Sehat dan Residen); 

2. Regulasi terkait Keprotokoleran dan pelayanan pimpinan; 



3. Regulasi terkait pelayanan pengelolaan kearsipan; 
4. Regulasi terkait Pengelolaan Kerumahtanggaan dan BMN; 
5. Regulasi terkait Pelayanan ketatausahaan Biro Umum (perencanaan, 

pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, evaluasi dan pelaporan, 
kepegawaian). 

 

D. Kerangka Kelembagaan 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2018, Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Umum menyelenggarakan fungsi 
pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, pelaksanaan urusan 
kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi, pelaksanaan urusan 
gaji, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 

 
Biro Umum terdiri dari atas : 
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol: 

a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli Menteri;  
b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal; dan 
c. Subbagian Protokol. 

2. Bagian Kearsipan dan Administrasi: 
a. Subbagian Kearsipan; 
b. Subbagian Persuratan; dan 
c. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas 

3. Bagian Rumah Tangga: 
a. Subbagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; 
b. Subbagian Pemeliharaan; dan 
c. Subbagian Pengamanan 

4. Bagian Gaji dan Tata Usaha: 
a. Subbagian Verifikasi Gaji; 
b. Subbagian Penatausahaan Gaji; dan 
c. Subbagian Tata Usaha 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
 
 



 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Umum 
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BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN 
 

A. Rencana Kinerja 
 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan nomenklatur kegiatan Biro Umum 
yang menggambarkan arah strategis organisasi Biro Umum yaitu Pengelolaan 
Ketatausahaan Kementerian dengan sasaran meningkatnya pelayanan dan 
pengelolaan ketatausahaan Kementerian dalam mendukung terciptanya Good 
Governance. Adapun untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut serta memfokuskan 
kegiatan yang akan dilaksanakan atau perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan 
agar sesuai dengan tugas dan fungsi, Biro Umum menyusun Indikator Kinerja 
Kegiatan Biro Umum tahun 2020 - 2024 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Matriks Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Indikator 
Kinerja Biro Umum Tahun 2020 - 2024 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 

Kegiatan (Output)/Indikator 

Baselin

e 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian        

  Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan 

ketatausahaan Kementerian dalam 

mendukung terciptanya Good Governance 

       

  Persentase kepuasan pelanggan terhadap 

layanan TU pimpinan dan protokol 

N/A 80 83 85 87 90 

  Jumlah satker yang telah melaksanakan  self 

assessment gerakan kantor Berbudaya Hijau 

dan Sehat (BERHIAS) 

33 44 (k) 66 (k) 88 (k) 110 

(k) 

132 

(k) 

  Jumlah satker yang melaksanakan Gerakan 

Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 

55 88 (k) 110 

(k) 

132 

(k) 

154 

(k) 

176 

(k) 

  Jumlah satker yang menggunakan aplikasi 

E-Monev Belanja Pegawai Kementerian 

Kesehatan  

13 45 (k) 90 (k) 135 

(k) 

180 

(k) 

220 

(k) 

Catatan: k = kumulatif 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Umum disusun dengan memperhatikan 
kriteria SMART (Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound), dimana 
indikator tersebut harus jelas, mudah, efisien, cocok, dapat terukur, mudah dicapai 
dan digunakan, relevan dan memiliki jangka waktu. Penjelasan terkait kriteria 
implementasi SMART pada untuk masing – masing IKK Biro Umum antara lain: 

  



a. Spesific: tidak berdwimakna 

Indikator yang disusun menekankan pada penetapan target yang spesifik baik dari sisi 
sasaran target maupun tugas dan fungsi utama Biro Umum sebagaimana tertuang 
pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018) dimana Biro Umum mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi   
sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk 
menghindari adanya pemaknaan ganda, masing – masing indikator juga dilengkapi 
dengan definisi operasional. 

 

b. Measureable: dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya 

Dalam pelaksanaannya, masing – masing indikator telah dilengkapi dengan variabel 
penilaian apa saja yang menjadi instrumen penilaian, cara pemberian skor/nilai, 
pengisian instrumen dari masing-masing variabel tersebut, hingga perhitungan 
mendapatkan hasil akhir yang akan dijelaskan pada Bab selanjutnya dalam dokumen 
Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2020 - 2024. Tentunya hal ini semakin 
memudahkan Biro Umum dalam mendapatkan hasil penilaian dengan efektif dan 
efisien.  

 

c. Achievable: dapat dicapai 

Sasaran target dari masing-masing IKK Biro Umum tidak hanya di Kantor Pusat 
melainkan juga sampai Satker/UPT, tentunya dapat dicapai, karena telah ada 
kebijakan yang merupakan rangkaian konsep dan asas sebagai pedoman dan dasar 
rencana dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pemantauan terhadap pecapaian 
masing – masing target kinerja dilakukan setiap bulan sehingga kendala yang terdapat 
pada saat pelaksanaan dapat diatasi (terkendali) sehingga target pada akhir tahun 
dapat tercapai. 

 

d. Relevance: terkait langsung dengan apa yang akan diukur 

Keberadaan indikator merupakan upaya Biro Umum dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018).  Selain itu, indikator juga sangat 
relevan dalam mendukung sasaran kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan 
Kementerian yaitu meningkatnya pelayanan dan pengelolaan ketatausahaan 
kementerian dalam mendukung terciptanya good governance. 

  



e. Timebound: mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu 

Indikator kegiatan Biro Umum direncanakan akan tercapai seluruhnya selama lima 
tahun kedepan dan telah dilengkapi dengan rincian target indicator setiap tahunnya. 

 

Berdasarkan kegiatan dan capaian indikator kinerja Biro Umum tahun 2020 - 
2024 yang telah dijelaskan pada table 4.1, definisi operasional dan batasan 
IKK/Capaian Satker Biro Umum tahun 2020 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Presentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan 
Protokol 

a) Definisi Pelanggan adalah pimpinan dan satuan kerja di unit 
utama Kementerian Kesehatan yang menerima pelayanan TU 
Pimpinan dan Protokol serta stakeholder lain yang mempunyai 
kepentingan dengan Pimpinan. 

b) Definisi Pimpinan mencakup: Para Pimpinan Tinggi Madya dan 
Staf Khusus Menteri (SKM).  

c) Definisi angket adalah sejumlah pertanyaan yang 
menggambarkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan TU 
Pimpinan dan Protokol yang akan didistribusikan kepada para 
pelanggan setiap bulannya. 

d) Defisini Pelayanan Pimpinan adalah pelayanan mengenai 
persuratan (surat masuk, surat keluar) dan Keprotokolan. 

2. Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self-Assessment Gerakan 
Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) 

a) Gerakan Kantor BERHIAS (Berbudaya Hijau dan Sehat) adalah 
sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan kantor hijau dan 
sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendekatan 
aspek kantor ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), keselamatan dan 
kesehatan kerja perkantoran, dan pengelolaan kearsipan.   

b) Satker yang dimaksud adalah Satker Pusat dan UPT di 
lingkungan Kementerian Kesehatan. 

c) Self-assessment/Penilaian Mandiri adalah sebuah teknik 
penilaian penyelenggaraan gerakan kantor Berbudaya Hijau dan 
Sehat (BERHIAS) menggunakan instrument penilaian 
sebagaimana tertuang pada juknis yang dilakukan oleh Satker 
Pusat/UPT yang bersangkutan. 

3. Jumlah Satker yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib 
Arsip (GNSTA) 

a) GNSTA yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan 
kesadaran Satker dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan 
kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, SDM kearsipan , 



prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan 
kearsipan.  

b) Sembilan langkah GNSTA meliputi 1) Penciptaan naskah dinas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) 
Penggunaan aplikasi Electronic Filling System (EFS), 3) 
Pemberkasan Arsip Aktif yang dilakukan pada central file serta 
melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan, 4) 
Pelaksanaan program arsip vital dan arsip terjaga, 5) 
Mengusulkan ASN yang akan menjadi jabatan fungsional, 6) 
Melakukan pemindahan arsip inaktif secara berkala, 7) 
Melakukan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 8) Melakukan 
penyerahan arsip statis dan 9) Melakukan pengawasan terhadap 
kearsipan; 

c) Satker yang dimaksud adalah Satker Pusat dan UPT di 
lingkungan Kementerian Kesehatan.  

d) Satker yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip 
adalah Satker Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian 
Kesehatan yang memenuhi minimal 5 (lima) langkah dari 9 
(sembilan) langkah GNSTA. 

4. Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai 
Kementerian Kesehatan 

a) Satker yang dimaksud adalah Satker Pusat dan UPT di 
lingkungan Kementerian Kesehatan 

b) Aplikasi E Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan 
adalah aplikasi yang memberikan layanan penggajian berupa 
daftar gaji, perincian gaji, dan bukti potong pajak serta layanan 
lainnya yang dapat diakses secara mandiri 

c) Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E Monev adalah 
Satker yang telah mengakses data layanan penggajian pada 
aplikasi tersebut 

 

B. Pendanaan  
Kebutuhan alokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan 

Kementerian lebih lebih besar proporsinya pada belanja mengikat atau layanan 
perkantoran untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. 
Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2020 - 2024 adalah sebagai 
berikut: 

NO. 
SATUAN 
KERJA 

ALOKASI (dalam juta rupiah) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Biro Umum 1.175.073 1.307.674 1.353.443 1.400.813 1.449.842 

 
  



BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN 
 

A. Pemantauan 
 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Biro Umum 
meliputi kegiatan pengumpulan data pengukuran capaian ataupun progress atas 
indikator kinerja kegiatan Biro Umum dan membandingkannya dengan target yang 
telah ditetapkan serta dilaporkan secara terpadu melalui aplikasi elektronik monitoring 
dan evaluasi (e-monev) Bappenas, SMART DJA, serta e performance. Proses 
pemantauan dan evaluasi atas kinerja Biro Umum ini dilaksanakan secara 
berkelanjutan dan berkala di setiap bulannya. Dengan demikian, proses pelaksanaan 
kegiatan tetap berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan 
perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian 
kinerja.  

Bagian Gaji dan Tata Usaha melalui Kepala Subbagian Tata Usaha 
mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan indikator kinerja Biro 
Umum dan melaporkan kepada Kepala Biro Umum untuk disampaikan kepada 
Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Anggaran pada setiap awal bulan 
berikutnya secara berjenjang. 

 

B. Penilaian dan Pelaporan 
 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum tahun 2020 - 2024 ditujukan 
untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan, program, serta keberhasilan pelaksanaan 
kegiatan Biro Umum. Lokus penilaian dilakukan dengan menilai capaian target yang 
telah ditetapkan baik terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana 
Aksi Program Sekretariat Jenderal maupun Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum. 

 
Penilaian terhadap capaian Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut: 
 

1. Penilaian tahunan dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dituangkan 
dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum; 

2. Penilaian pertengahan periode yang akan dilakukan pada tahun 2022; 
3. Penilaian akhir yang dilakukan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. 

 
Penilaian juga dilakukan setiap tahun terhadap pencapaian hasil keluaran 

(output) dari setiap kegiatan dan realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah 
ditetapkan. Untuk itu perlu upaya penguatan tidak hanya dalam pelaporan, melainkan 
evaluasi dan pengendalian program serta kegiatan. Hasil dari penilaian yang 
dilakukan harus terdokumentasi dengan baik untuk dijadikan sebagai masukan/bahan 



dalam penetapan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan di lingkungan Biro 
Umum di masa yang akan datang.  

 
Berikut cara perhitungan capaian indikator kinerja: 
 

a. Indikator Pertama yaitu Presentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU 
Pimpinan dan Protokol: 
 
Capaian Indikator Pertama = Rata - rata persentase dari angket berskala likert 
yang diisi oleh pelanggan (angket/kuisioner terlampir).  
 
Rumus: nilai yang didapat dari angket dibagi dengan nilai maksimum dikali 

100% 
 

b. Indikator Kedua yaitu Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self-Assessment 
Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) 
Capaian Indikator Kedua = Jumlah hasil penilaian self-assessment Gerakan 
Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) oleh seluruh Satker dengan nilai 
rata-rata ≥ 75 
 

c. Indikator Ketiga yaitu Jumlah Satker yang melaksanakan Gerakan Nasional 
Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 
 
Capaian Indikator Ketiga = Jumlah Satker yang melaksanakan Gerakan 
Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)  kumulatif dari tahun sebelumnya 
 

d. Indikator Keempat yaitu Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev 
Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan 
 
Capaian Indikator Keempat = Jumlah Satker di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan yang menggunakan aplikasi E-monev belanja pegawai Kementerian 
Kesehatan selama 1 tahun 

 

 

 

  



BAB VI PENUTUP 
 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Umum Tahun 2020 – 2024 ini disusun 
sedemikian rupa untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
penilaian kegiatan sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Biro Umum Sekretariat Jenderal. 
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Umum Tahun 2020 - 2024 ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai pedoman bagi semua Bagian di lingkungan Biro Umum dalam 
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima 
tahun kedepan. 

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penyusunan RAK Biro Umum Tahun 2020 - 2024. Semoga Rencana Aksi Kegiatan 
Biro Umum ini dapat mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah ditentukan apabila 
dilakukan dengan penuh dedikasi, kerja keras, koordinasi, kerja sama yang baik dari 
segenap staf Biro Umum dengan seluruh komponen penyelenggaraan indikator 
kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta kerjasama lintas program dan lintas 
sektor dengan instansi lainnya. 

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan 
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari Rencana Aksi Kegiatan 
Biro Umum ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika 
perkembangan kebijakan pembangunan kesehatan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
  



Lampiran I. Matriks Usulan Keranga Regulasi Biro Umum Tahun 2020 – 2024 

KERANGKA REGULASI 
Dampak Regulasi terhadap Pemerintah, 

Masyarakat, dan Pelaku Usaha 
Tujuan, Kepentingan, dan dasar hukum 

RANCANGAN PERUBAHAN 
PERATURAN MENTERI 
KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 
2014 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KESEHATAN 

Perlakuan secara keprotokolan berupa 
penghormatan 

1. Penyesuaian terhadap PP 39/2018 
tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 
tentang Keprotokolan; 
2. Penyesuaian terhadap SOTK 
Kementerian Kesehatan 
3. Sebagai pedoman bagi petugas untuk 
melaksanakan pelayanan Keprotokolan 

RANCANGAN PERUBAHAN 
PERMENKES NO. 14 TAHUN 2017 
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KESEHATAN 

Sebagai pedoman dalam pengelolaan tata naskah 
dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan, 
sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, 
seragam, serta terpadu dengan instansi pemerintah 
lainnya 

Penyesuaian terhadap perubahan SOTK 
Kementerian Kesehatan (jika terjadi 
perubahan) 

RANCANGAN PERUBAHAN 
PERMENKES NO. 77 TAHUN 2016 
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI 
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP 

1. Sebagai pedoman pengelolaan arsip di 
lingkungan Kementerian Kesehatan; 
2. Upaya penyediaan layanan informasi arsip 
kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, 
dan aman. 

1. Amanah Pasal 40 ayat (4) Undang - 
Undang No. 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 
2. Penyesuaian terhadap perubahan SOTK 
Kementerian Kesehatan  (jika terjadi 
perubahan) 

RANCANGAN PERUBAHAN 
KEPMENKES NO. 
HK.02.02/MENKES/377/2016 
TENTANG POLA KLASIFIKASI 
ARSIP DAN KODE UNIT 
PENGOLAH 

Penyesuaian terhadap perubahan SOTK 
Kementerian Kesehatan  (jika terjadi 
perubahan) 

RANCANGAN PERUBAHAN 
KEPMENKES 
NO.HK.01.07/MENKES/175/2018 
TENTANG JADWAL RETENSI 
ARSIP 

Sebagai pedoman dalam : 
1. Upaya pemisahan arsip aktif dengan arsip inaktif 
Kementerian Kesehatan 
2. Memudahkan penyimpanan dan penemuan 
kembali arsip aktif Kementerian Kesehatan 
3. Menghemat ruangan, perlengkapan, dan biaya 
4. Menjamin pemeliharaan arsip inaktif Kementerian 
Kesehatan yang bersifat permanen 
5. Memudahkan pemindahan arsip Kementerian 
Kesehatan ke arsip nasional 

Penyesuaian terhadap perubahan SOTK 
Kementerian Kesehatan  (jika terjadi 
perubahan) 

RANCANGAN PERUBAHAN 
PERMENKES NO. 21 TAHUN 2018 
TENTANG REVISI DARI 
PERMENKES NO. 
684/MENKES/SK/XI/2016 TAHUN 
2006 TENTANG PEDOMAN TATA 
KEARSIPAN DINAMIS DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KESEHATAN 

Sebagai pedoman pengelolaan arsip dinamis di 
lingkungan Kementerian Kesehatan; 

Penyesuaian terhadap perubahan SOTK 
Kementerian Kesehatan  (jika terjadi 
perubahan) 

REVISI PERMENKES NO. 26 
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN 
DARAT BERMOTOR DINAS 
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KESEHATAN  

Sebagai pedoman terkait Pengelolaan AADB di 
lingkungan Kementerian Kesehatan agar sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

1. Adanya ketidaksesuaian antara 
Permenkes No. 26 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan AADB di lingkungan 
Kementerian Kesehatan dengan Permenkes 
No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Perencanaan dan Penganggaran Bidang 
Kesehatan; 
2. Penambahan klausul terkait kendaraan 
sewa dinas operasional 

 



MATRIK DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN 

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024 

BIRO UMUM 

 

No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

e). Kegiatan Pengelolaan 

Ketatausahaan Kementerian 

  
     

   Biro Umum 

 
  Meningkatnya 

pelayanan dan 

pengelolaan 

ketatausahaan 

Kementerian dalam 

mendukung 

terciptanya Good 

Governance 

  
     

     

 
  Persentase kepuasan 

pelanggan terhadap 

layanan TU 

pimpinan dan 

protokol 

N/A 80 83 85 87 90 1. Definisi Pelanggan 

adalah pimpinan dan 

satuan kerja di unit 

utama Kementerian 

Kesehatan yang 

menerima pelayanan 

TU Pimpinan dan 

Protokol serta 

stakeholder lain yang 

mempunyai 

kepentingan dengan 

Rata- rata persentase dari angket  

berskala likert yang diisi oleh pelanggan.  

 

Rumus : nilai yang didapat dari angket 

dibagi dengan nilai maksimum dikali 

100%  

Hasil 

perhitungan 

angket 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

pimpinan  

 

2. Definisi Pimpinan 

mencakup:  para 

Pimpinan Tinggi 

Madya, dan Staf 

Khusus Menteri (SKM). 

3.Definisi angket 

adalah sejumlah 

pertanyaan yang 

menggambarkan 

kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan 

TU Pimpinan dan 

Protokol yang akan 

didistribusikan kepada 

para pelanggan setiap 

bulannya. 

4. Defisini Pelayanan 

Pimpinan adalah 

pelayanan mengenai 

persuratan (surat 

masuk, surat keluar) 

dan Keprotokolan. 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     
 

  Jumlah satker yang 

telah melaksanakan  

self assessment 

gerakan kantor 

Berbudaya Hijau dan 

Sehat (BERHIAS) 

33 44 (k) 66 (k) 88 (k) 110 (k) 132 (k) Gerakan Kantor 

BERHIAS (Berbudaya 

Hijau dan Sehat) 

adalah sebuah upaya 

sistematis untuk 

mewujudkan kantor 

hijau dan sehat di 

lingkungan 

Kementerian 

Kesehatan melalui 

pendekatan aspek 

kantor ramah 

lingkungan, efisiensi 

energi dan air, 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, 

Rawat, Rajin), 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

perkantoran, dan 

pengelolaan kearsipan.   

Satker yang dimaksud 

adalah Satker  Pusat 

dan UPT di lingkungan 

Kementerian 

Kesehatan. 

Jumlah hasil penilaian self-assessment  

Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan 

Sehat (BERHIAS) oleh seluruh Satker 

dengan nilai rata-rata ≥ 75  

 

(kumulatif) 

Aplikasi Berhias 

dan Laporan 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

 

Self-

assessment/Penilaian 

Mandiri adalah sebuah 

teknik penilaian 

penyelenggaraan 

gerakan kantor 

BERHIAS (Berbudaya  

Hijau dan Sehat) 

menggunakan 

instrument penilaian 

sebagaimana tertuang 

pada juknis yang 

dilakukan oleh Satker 

Pusat/UPT yang 

bersangkutan. 
 

  Jumlah satker yang 

melaksanakan 

Gerakan Nasional 

Sadar Tertib Arsip 

(GNSTA) 

55 88 (k) 110 (k) 132 (k) 154 (k) 176 (k) 1. GNSTA yang 

dimaksud adalah 

upaya untuk 

meningkatkan 

kesadaran Satker 

dalam mewujudkan 

tujuan 

penyelenggaraan 

kearsipan melalui 

Jumlah Satker yang melaksanakan 

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip 

(GNSTA) = N 

 

(kumulatif) 

Laporan 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

aspek kebijakan, 

organisasi, SDM 

kearsipan , prasarana 

dan sarana, 

pengelolaan arsip serta 

pendanaan kearsipan 

yang meliputi 1) 

Penciptaan naskah 

dinas sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

2) Penggunaan 

aplikasi Electronic 

Filling System (EFS), 

3) Pemberkasan Arsip 

Aktif yang dilakukan 

pada central file serta 

melaporkan daftar 

arsip aktif setiap 6 

(enam) bulan, 4) 

Pelaksanaan program 

arsip vital dan arsip 

terjaga, 5) 

Mengusulkan ASN 

yang akan menjadi 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

jabatan fungsional, 6) 

Melakukan 

pemindahan arsip 

inaktif secara berkala, 

7) Melakukan 

pemusnahan arsip 

yang telah habis masa 

retensi sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan, 8) 

Melakukan 

penyerahan arsip 

statis dan 9) 

Melakukan 

pengawasan terhadap 

kearsipan; 

2. Satker yang 

dimaksud adalah 

Satker  Pusat dan UPT 

di lingkungan 

Kementerian 

Kesehatan.  

3. Satker yang 

melaksanakan 

Gerakan Nasional 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

Sadar Tertib Arsip 

adalah Satker Pusat 

dan UPT di lingkungan 

Kementerian 

Kesehatan yang 

memenuhi minimal 5 

(lima) langkah dari 9 

(sembilan) langkah 

GNSTA. 
 

  Jumlah satker yang 

menggunakan 

aplikasi E-Monev 

Belanja Pegawai 

Kementerian 

Kesehatan  

13 45 (k) 90 (k) 135 (k) 180 (k) 220 (k) 1. Satker yang 

dimaksud adalah 

Satker  Pusat dan UPT 

di lingkungan 

Kementerian 

Kesehatan   

2. Aplikasi E Monev 

Belanja Pegawai 

Kementerian 

Kesehatan adalah 

aplikasi yang 

memberikan layanan 

penggajian berupa 

daftar gaji, perincian 

gaji, dan bukti potong 

pajak serta layanan 

Jumlah Satker di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang 

menggunakan aplikasi E-monev belanja 

pegawai Kementerian Kesehatan selama 

1 tahun = N 

 

(kumulatif) 

Aplikasi E 

Monev Belanja 

Pegawai dan 

Laporan 



No 
Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Baseline 
Target Definisi Operasional Cara Perhitungan Sumber Data 

Unit 

Organisasi 

Pelaksana 

2020 2021 2022 2023 2024     

lainnya yang dapat 

diakses secara 

mandiri.  

3. Jumlah Satker yang 

menggunakan aplikasi 

emonev adalah satker 

yang telah mengakses 

data layanan 

penggajian pada 

aplikasi tersebut  

 



Internal Factors

BIRO UMUM

Strengths Weaknessess
1. SDM yang memadai dan Kompeten Perbedaan tusi yang spesifik antar bagian
2. Komitmen Pimpinan dalam melasanakan  Tusi 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP yang telah tetapkan
3. Sarana dan prasarana yang mendukung 2. Kualitas setiap SDM belum merata
4. Ketersedian anggaran yang memadai 3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP 
5. Adanya pengakuan perstasi dan kinerja Satker dari lembaga 
atau Instansi lain

4. Minimnya SDM yang belum mampu bekerja dan beradaptasi 
dengan perkembangan teknologi

6. Telah tersedia pedoman kerja/SOP 5. Belum Optimalnya kualitas sarana dan prasarana

7. Tersedianya aplikasi Internal dan sistem pendukung yang baik 
dalam pelaksanaan tusi

8. Terdapat perjanjian kerja sama dengan pihak terkait

E
xt

er
na

l F
ac

to
rs

Opportunities Attack Strategies Reinforce Strategies
1. Tersedianya aplikasi dari Stake Holder lain dan sistem pendukung 
yang baik dalam pelaksanaan tusi

1. Reviu Perjanjian Kerjasama dengan Pihak terkait 1. Memperkuat tusi masing - masing Bagian

2. Tersedianya anggaran dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Memperkuat komitmen para pimpinan satker/UPT melalui 
penetapan SK Pimpinan 

2. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat dan bimbingan 
teknis

3. Kualitas pelayanan Biro Umum sudah diakui Kementerian/Lembaga 
lain

3. Meningkatkan dan Mempertahankan prestasi yang sudah diraih 3. Memperkuat peta jabatan SDM di masing-masing Bagian

4. Penguatan dukungan Pimpinan Satker/UPT untuk menunjang tusi Biro 
Umum

4. Mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

5. Adanya Regulasi Nasional yang mendukung tusi Biro Umum

Threats Develop Strategies Avoid Strategies
1. Ketergantungan data penunjang tusi dari Satker/UPT lain 1. Melaksanakan koordinasi Intensif dengan stake holder terkait 1. Pelaksanaan Rakorbagpar tiap Bulan

2. Satker UPT yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga terjadi 
sulitnya koordinasi dan komunikasi

2. Melaksanakan pembinaan terpadu dengan Unit terkait 2. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi jabatan

3. Belum meratanya sarana dan prasarana berbasis IT di Satker dan UPT 
di Indonesia   

3. Peningkatan kapasitas SDM berbasis IT 3. Menambah sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan 
teknologi secara bertahap

4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang sudah di bangun
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